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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk 
tindak pidana dalam mengoperasikan bandar 
udara dan bagaimanakah ketentuan pidana 
dalam mengoperasikan bandar udara menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 
Penerbangan di mana dengan metode 
penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 
Bentuk-bentuk tindak pidana dalam 
mengoperasikan bandar udara diantaranya 
seperti badan usaha bandar udara dan unit 
penyelenggara bandar udara melanggar 
ketentuan pengangkutan barang khusus 
dan/atau berbahaya serta tidak melaksanakan 
kewajiban menyediakan tempat penyimpanan 
atau penumpukan serta bertanggung jawab 
terhadap penyusunan sistem dan prosedur 
penanganan barang khusus dan/atau 
berbahaya selama barang tersebut belum 
dimuat ke dalam pesawat udara. Adanya 
perbuatan dengan sengaja mengoperasikan 
bandar udara tanpa memenuhi ketentuan 
keselamatan dan keamanan penerbangan dan 
personel bandar udara yang mengoperasikan 
dan/atau memelihara fasilitas bandar udara 
tanpa memiliki lisensi atau sertifikat 
kompetensi. 2. Ketentuan pidana yang 
diberlakukan dalam mengoperasikan bandar 
udara menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009 Tentang Penerbangan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 420 sampai 
dengan Pasal 428, berupa pidana penjara atau 
denda. Dalam hal tindak pidana di bidang 
penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, 
selain pidana penjara dan denda terhadap 
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan 
terhadap korporasi berupa pidana denda 
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dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana 
denda. 
Kata kunci: bandar udara; penerbangan; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Dalam penyelenggaraan bandar udara diatur 
juga pemisahan yang tegas antara regulator 
dan operator bandar udara dengan 
dibentuknya Otoritas Bandar Udara, serta 
memberi peluang lebih luas terhadap peran 
serta swasta dan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan bandar udara.5 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak 
pidana dalam mengoperasikan bandar 
udara?  

2. Bagaimanakah ketentuan pidana dalam 
mengoperasikan bandar udara menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
Tentang Penerbangan? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum yang digunakan 
untuk penyusunan penulisan ini ialah metode 
penelitian hukum normatif.  
 
PEMBAHASAN 
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam 

Mengoperasikan Bandar Udara 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan, mengatur mengenai 
bentuk-bentuk tindak pidana dalam 
mengoperasikan bandar udara adalah sebagai 
berikut: 
1. Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat 

udara, pengirim, badan usaha bandar udara, 
unit penyelenggara bandar udara, badan 
usaha pergudangan, atau badan usaha 
angkutan udara niaga yang melanggar 
ketentuan pengangkutan barang khusus 
dan/atau berbahaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2) Pasal 
138 ayat (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan 
pesawat udara, atau pengirim yang 
menyerahkan barang khusus dan/atau 
berbahaya wajib menyampaikan 
pemberitahuan kepada pengelola 
pergudangan dan/atau badan usaha 

 
5Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan. 
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angkutan udara sebelum dimuat ke dalam 
pesawat udara. Ayat (2) Badan usaha bandar 
udara, unit penyelenggara bandar udara, 
badan usaha pergudangan, atau badan 
usaha angkutan udara niaga yang 
melakukan kegiatan pengangkutan barang 
khusus dan/atau barang berbahaya wajib 
menyediakan tempat penyimpanan atau 
penumpukan serta bertanggung jawab 
terhadap penyusunan sistem dan prosedur 
penanganan barang khusus dan/atau 
berbahaya selama barang tersebut belum 
dimuat ke dalam pesawat udara (Pasal 420). 

2. Setiap orang berada di daerah tertentu di 
bandar udara, tanpa memperoleh izin dari 
otoritas bandar udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 210. Setiap orang 
membuat halangan (obstacle), dan/atau 
melakukan kegiatan lain di kawasan 
keselamatan operasi penerbangan yang 
membahayakan keselamatan dan keamanan 
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 210 (Pasal 421 ayat 1 dan 2) Pasal 210. 
Setiap orang dilarang berada di daerah 
tertentu di bandar udara, membuat 
halangan (obstacle), dan/atau melakukan 
kegiatan lain di kawasan keselamatan 
operasi penerbangan yang dapat 
membahayakan keselamatan dan keamanan 
penerbangan, kecuali memperoleh izin dari 
otoritas bandar udara. 

3. Setiap orang dengan sengaja 
mengoperasikan bandar udara tanpa 
memenuhi ketentuan keselamatan dan 
keamanan penerbangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1). Dalam 
hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menimbulkan kerugian harta benda 
seseorang. Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan matinya orang (Pasal 422 
ayat 1, 2 dan 3). Pasal 217 ayat (1) Setiap 
bandar udara yang dioperasikan wajib 
memenuhi ketentuan keselamatan dan 
keamanan penerbangan, serta ketentuan 
pelayanan jasa bandar udara. 
Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, 
transportasi udara nasional maupun 
internasional tumbuh sangat pesat. 
Pertumbuhan transportasi tersebut sudah 
pasti membawa dampak positif bagi 
kesejahteraan umat manusia, karena 

dengan pertumbuhan tersebut transportasi 
udara nasional maupun internasional dapat 
dimanfaatkan untuk peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan serta 
keselamatan penerbangan.6  

4. Personel bandar udara yang mengoperasikan 
dan/atau memelihara fasilitas bandar udara 
tanpa memiliki lisensi atau sertifikat 
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 222 ayat (1). Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan matinya orang (Pasal 423). 
Pasal 222 ayat (1) Setiap personel bandar 
udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat 
kompetensi. 
Bandar udara juga merupakan public service 
yang berkaitan langsung dengan 
penyelenggaraan pelayanan jasa 
kebandarudaraan. Saat ini Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta telah memiliki 
peralatan pengamanan yang memadai serta 
didukung oleh SDM pengamanan yang 
berkompeten. Dengan kemampuan dan 
kesiapan fasilitas peralatan pengamanan, 
maka dibutuhkan personel yang handal 
dengan memiliki Sertifikat Kecakapan 
Personel (SKP) dan rating sesuai fungsi 
pengamanan bandar udara yang 
dilaksanakan oleh personel keamanan 
bandar udara serta didukung oleh berbagai 
fasilitas peralatan pengamanan seperti X-
Ray, walk through metal detector, hand held 
metal detector, close circuit television 
(CCTV), explosive detector, handy talky, 
mobil patroli serta perimeter fence (pagar 
pembatas yang dilengkapi lampu setiap 
jarak 50 meter) standar ICAO: 2.44 m, TSA = 
3,90 m, dan di masa akan datang setiap 
bandar udara akan dilengkapi Body Scanner. 
Penyediaan peralatan keamanan, efektivitas 
fungsi pengamanan bandar udara 
senantiasa dijaga melalui peningkatan 
ketrampilan dengan memberikan ujian 
sertifikasi surat tanda kecakapan personel, 
pelaksanaan pelatihan secara teratur serta 

 
6H.K. Martono dan Amad Sudiro, Hukum Udara Nasional 
dan Internasional Publik (Public International and National 
Air Law). Ed. l. Cetakan ke-l. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 
2012, hlm. 27. 
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kepatuhan pada sistem dan prosedur yang 
berlaku.7 
Langkah transparansi dalam pembinaan 
sumber daya manusia pada personel 
keamanan bandar udara terhadap 
peningkatan sertifikasi adalah 
diselenggarakan secara internal dan 
eksternal. Internal melalui assesment test 
dan eksternal melalui recruitment test 
dalam rangka mewujudkan kepedulian 
terhadap personel yang belum mempunyai 
sertifikat kecakapan personel.8 

5.  Setiap orang yang tidak bertanggung jawab 
terhadap kerugian yang diderita oleh 
pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak 
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
240 ayat (1) berupa kematian atau luka fisik 
orang yang diakibatkan oleh pengoperasian 
bandar udara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 240 ayat (2). Setiap orang yang tidak 
bertanggung jawab terhadap kerugian yang 
diderita oleh pengguna jasa bandar udara 
dan/atau pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa: 
a. musnah, hilang, atau rusak peralatan 

yang dioperasikan; dan/atau 
b. dampak lingkungan di sekitar bandar 

udara, yang diakibatkan oleh 
pengoperasian bandar udara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 
ayat (2) huruf b dan huruf c (Pasal 424 
ayat 1 dan 2). 
Pasal 240 ayat (1) Badan usaha bandar 
udara bertanggung jawab terhadap 
kerugian yang diderita oleh pengguna 
jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga 
yang diakibatkan oleh pengoperasian 
bandar udara. Ayat (2) Tanggung jawab 
terhadap kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kematian atau luka fisik orang; 
b. musnah, hilang, atau rusak peralatan 

yang dioperasikan; dan/atau 
c. dampak lingkungan di sekitar bandar 

udara akibat pengoperasian bandar 
udara. 

 Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, tanggung jawab hukum 
kepada orang yang menderita kerugian 
tidak hanya terbatas kepada perbuatan 

 
7 Endang Dwi agustini. Op.Cit.hlm. 130. 
8 Ibid.hlm. 140. 

sendiri, melainkan juga perbuatan 
karyawan, pegawai, agen, perwakilan 
apabila menimbulkan kerugian kepada 
orang lain, sepanjang orang tersebut 
bertindak sesuai dengan tugas dan 
kewajiban yang dibebankan kepadanya.9 

6. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di 
bandar udara yang tidak bertanggung 
jawab untuk mengganti kerugian atas 
setiap kerusakan pada bangunan dan/atau 
fasilitas bandar udara yang diakibatkan 
oleh kegiatannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 241 (Pasal 425). Pasal 
241.Orang perseorangan warga negara 
Indonesia dan/atau badan usaha yang 
melaksanakan kegiatan di bandar udara 
bertanggung jawab untuk mengganti 
kerugian atas setiap kerusakan pada 
bangunan dan/atau fasilitas bandar udara 
yang diakibatkan oleh kegiatannya. 

7. Setiap orang yang membangun bandar 
udara khusus tanpa izin dari Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 
ayat (1). (Pasal 426). 

 Pasal 247 ayat (1) Dalam rangka 
menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau badan 
hukum Indonesia dapat membangun 
bandar udara khusus setelah mendapat 
izin pembangunan dari Menteri. 

8. Setiap orang yang mengoperasikan bandar 
udara khusus dengan melayani 
penerbangan langsung dari dan/atau ke 
luar negeri tanpa izin dari Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 
(Pasal 427). Pasal 249.Bandar udara khusus 
dilarang melayani penerbangan langsung 
dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam 
keadaan tertentu dan bersifat sementara, 
setelah memperoleh izin dari Menteri. 

9. Setiap orang yang mengoperasikan bandar 
udara khusus yang digunakan untuk 
kepentingan umum tanpa izin dari Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250. 
Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang (Pasal 428 ayat 1 dan 2). 
Pasal 250.Bandar udara khusus dilarang 
digunakan untuk kepentingan umum 

 
9 Nurlely Darwis. Op.Cit.hlm. 22. 
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kecuali dalam keadaan tertentu dengan 
izin Menteri, dan bersifat sementara. 

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak 
pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda  
Strafbaarfiet yang merupakan istilah resmi 
dalam Wetboek Van Starfrecht yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai 
saat ini.10 Di samping istilah tindak pidana, juga 
dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan 
pidana, peristiwa pidana dan delik, namun 
demikian perbedaan-perbedaan tersebut 
tidaklah mempunyai arti yang mendasar. 
Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi 
adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan 
maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. 
Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan 
definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.11  

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. 
Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan 
pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan 
hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana, barangsiapa yang melanggar larangan 
tersebut.12  

Hukum tindak pidana khusus diatur dalam 
undang-undang di luar hukum pidana umum. 
Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang 
terdapat dalam undang-undang pidana 
merupakan indikator apakah undang-undang 
pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah 
bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak 
pidana khusus adalah undang-undang pidana 
atau hukum pidana yang diatur dalam undang-
undang pidana tersendiri.13 

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar 
hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana 
harus memenuhi dua unsur, yakni (1) adanya 
unsur actus reus atau unsur esensial dari 
kejahatan (physical element) dan (2) mens rea 
(mental element), yakni keadaan sikap batin. 
Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa actus 
reus merupakan unsur suatu delik, sedangkan 
mens rea termasuk pertanggungjawaban 
pembuat.14 

 
10Mardani, Op.Cit, hlm. 59. 
11 Ibid. 
12 Ibid. hlm. 59-60. 
13Aziz Syamsuddin, Op.Cit. hlm. 12. 
14 Siswantoro Sunarso, Op.Cit, hlm. 35. 

Menurut Bambang Poernomo, seorang 
melakukan perbuatan yang bersifat melawan 
hukum atau melakukan sesuatu perbuatan 
yang bersifat melawan hukum atau melakukan 
sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, 
belumlah berarti bahwa dia langsung 
dipidana.15 

Dia mungkin dipidana yang tergantung 
kepada kesalahannya. Untuk dapat memidana 
seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat 
yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan 
yang bersifat melawan hukum sebagai sendi 
perbuatan pidana dan perbuatan yang 
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan 
sebagai kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan 
pidana harus ditentukan adanya perbuatan 
pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari 
alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap 
tertuduh yang dituntut”. Dari pembatasan 
tersebut dapat dipahami dengan sederhana, 
bahwa untuk dapat mempidana seseorang 
harus berdasarkan atas dua hal, yaitu 
seseorang itu harus melakukan perbuatan yang 
melawan hukum dan seseorang tersebut harus 
dapat dipertanggungjawabkan menurut 
hukum.16  

Sifat melawan hukum perbuatan dapat 
dibedakan antara melawan hukum formil 
dengan melawan hukum materiil. Suatu 
perbuatan yang dinyatakan melawan hukum, 
apabila persesuaian atau mencocoki dengan 
rumusan delik dan sesuatu pengecualian, 
seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, 
hanyalah karena ditentukan tertulis dalam 
undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan 
bertentangan dengan undang-undang oleh 
karena itu cara pandang ini disebut cara 
pandang sifat melawan hukum formil.17  

Sebaliknya tidak selamanya perbuatan 
melawan hukum itu selalu bertentangan 
dengan peraturan undang-undang dan suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan undang-undang dan suatu perbuatan 
yang bertentangan dengan undang-undang 
dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang 

 
15 Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif 
Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, 
Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007, 
hlm. 120. 
16Ibid, hlm. 120-121. 
17H. Siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang 
Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 
2012, hlm. 207. 
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tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat 
diartikan baik bertentangan dengan undang 
maupun hukum di luar undang-undang dan 
cara pandang demikian disebut cara pandang 
sifat melawan hukum yang materiil.18 

Hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal 
relations) adalah suatu hubungan yang 
dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, 
hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di 
antara satu sama lainnya. Hubungan hukum 
seperti ini mempunyai tiga unsur yang 
terpenting:19 
a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) 

yang mempunyai hak dan kewajiban yang 
saling berhadapan; 

b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan 
kewajiban itu; 

c. Hubungan antara pemilik hak dan 
pengembann kewajiban atau hubungan 
terhadap objek yang bersangkutan. 
Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui 

bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat 
hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau 
hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht).20 

Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut 
“hukum” dalam percakapan sehari-hari. Kata 
“hukum” dalam arti ini menunjukkan seluruh 
hukum (corpus juris) yang berlaku dalam suatu 
masyarakat. Kata-kata lain yang sering 
digunakan sebagai sinonim dengan istilah 
hukum objektif adalah tertib hukum atau 
hukum positif, sedangkan yang dimaksud 
hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh 
hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum 
objektif adalah hukum yang berlaku umum 
dengan tidak mengingat pada seseorang 
tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah 
hukum yang dihubungkan dengan seseorang 
yang tertentu.21 

Antara kedua pengertian hukum tersebut di 
atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak 
dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh 
karena hukum objektif adalah peraturan 
hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah 
peraturan yang dihubungkan dengan seseorang 
tertentu dan dengan demikian menjadi hak 
berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn 

 
18 Ibid, hlm. 207-208. 
19Said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, 
cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 141. 
20Ibid. 
21Ibid, hlm. 142. 

berpendapat bahwa hukum subjektif timbul 
apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena 
hukum objektif yang beraksi, melakukan 
pekerjaan, maka pada suatu pihak ia 
memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia 
meletakkan kewajiban.22 

 
B. Ketentuan Pidana Dalam Mengoperasikan 

Bandar Udara Menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan. Pasal 421 ayat: 
(1) Setiap orang berada di daerah tertentu di 

bandar udara, tanpa memperoleh izin 
dari otoritas bandar udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 210 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang membuat halangan 
(obstacle), dan/atau melakukan kegiatan 
lain di kawasan keselamatan operasi 
penerbangan yang membahayakan 
keselamatan dan keamanan 
penerbangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 210. Setiap orang dilarang berada di 
daerah tertentu di bandar udara, membuat 
halangan (obstacle), dan/atau melakukan 
kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi 
penerbangan yang dapat membahayakan 
keselamatan dan keamanan penerbangan, 
kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar 
udara. 

Denda ialah hukum yang berupa keharusan 
membayar dalam bentuk uang atau lainnya 
karena melanggar aturan, undang-undang atau 
aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat.23  

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem 
peradilan pidana bertujuan untuk:  

1. mencegah masyarakat menjadi korban 
kejahatan;  

2. menyelesaikan kasus kejahatan yang 
terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa 
keadilan telah ditegakkan dan yang 
bersalah di pidana;  

 
22Ibid. 
23Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit. hlm. 94. 
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3. mengusahakan agar mereka yang pernah 
melakukan kejahatan tidak mengulangi 
lagi kejahatannya.24  

Bila mengacu kepada tujuan sistem 
peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai 
usaha mencegah dan menanggulangi 
kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan 
direhabilitasi serta dilindunginya korban dan 
masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja 
sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 
Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang 
sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya 
pidana penjara adalah kepolisian sebagai 
penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. 
Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan 
penegak hukum dalam arti bahwa ketiga 
instansi ini yang menentukan seseorang itu 
dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya 
hakim.25 

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan 
sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat 
untuk menanggulangi kejahatan. 
Menanggulangi di sini berarti usaha untuk 
mengendalikan kejahatan agar berada dalam 
batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini 
dianggap berhasil apabila sebagian besar dari 
laporan maupun keluhan masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” 
dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 
pengadilan dan diputus bersalah serta 
mendapat pidana.26 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan. Pasal 422 ayat: 
(1) Setiap orang dengan sengaja 

mengoperasikan bandar udara tanpa 
memenuhi ketentuan keselamatan dan 
keamanan penerbangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 
kerugian harta benda seseorang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

 
24Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Pidana Penjara 
Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan 
Narapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56. 
25 Ibid. 
26Ibid, hlm. 55-56.   

tahun dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 217 ayat (1) Setiap bandar udara yang 
dioperasikan wajib memenuhi ketentuan 
keselamatan dan keamanan penerbangan, 
serta ketentuan pelayanan jasa bandar udara. 
Pasal 423 ayat: 
(1) Personel bandar udara yang 

mengoperasikan dan/atau memelihara 
fasilitas bandar udara tanpa memiliki 
lisensi atau sertifikat kompetensi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 222 ayat (1) Setiap personel bandar 
udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat 
kompetensi. 

Keistimewaan hukum pidana terletak pada 
daya paksanya yang berupa ancaman pidana 
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi 
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek 
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat 
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana 
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak 
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak 
ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang 
diadakan di lapangan lain dengan 
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban 
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat 
sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun 
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal 
dipertegas dalam undang-undang pidana. 
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang 
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 
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peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 
hakikatnya adalah sanksi.27 

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum 
pidana merupakan salah satu penderitaan yang 
istimewa sebab pidana yang diancamkan 
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang 
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada 
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan 
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara 
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah 
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai 
dengan perkembangan dan pertumbuhan 
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut 
adalah untuk melindungi kepentingan orang 
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum 
pidana menggunakan ancaman pidana dan 
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan 
pengorbanan yang harus ditanggung oleh 
korban kejahatan atau pelanggaran.28 

Pasal 424 ayat: 
(1) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab 

terhadap kerugian yang diderita oleh 
pengguna jasa bandar udara dan/atau 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 240 ayat (1) berupa kematian atau 
luka fisik orang yang diakibatkan oleh 
pengoperasian bandar udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a, 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab 
terhadap kerugian yang diderita oleh 
pengguna jasa bandar udara dan/atau 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 240 ayat (1) berupa: 
a. musnah, hilang, atau rusak peralatan 

yang dioperasikan; dan/atau 
b. dampak lingkungan di sekitar bandar 

udara, yang diakibatkan oleh 
pengoperasian bandar udara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
240 ayat (2) huruf b dan huruf c, 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

 
27 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit. hlm. 211. 
28 Ibid, hlm. 211-212. 

Pasal 240 ayat (1) Badan usaha bandar 
udara bertanggung jawab terhadap kerugian 
yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara 
dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh 
pengoperasian bandar udara. Ayat (2) 
Tanggung jawab terhadap kerugian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kematian atau luka fisik orang; 
b. musnah, hilang, atau rusak peralatan yang 

dioperasikan; dan/atau 
c. dampak lingkungan di sekitar bandar udara 

akibat pengoperasian bandar udara. 
Pasal 425. Setiap orang yang melaksanakan 

kegiatan di bandar udara yang tidak 
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian 
atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau 
fasilitas bandar udara yang diakibatkan oleh 
kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 241, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

Pasal 241.Orang perseorangan warga negara 
Indonesia dan/atau badan usaha yang 
melaksanakan kegiatan di bandar udara 
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian 
atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau 
fasilitas bandar udara yang diakibatkan oleh 
kegiatannya. 

Pasal 426. Setiap orang yang membangun 
bandar udara khusus tanpa izin dari Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 247 ayat (1) Dalam rangka menunjang 
kegiatan tertentu, Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau badan hukum Indonesia 
dapat membangun bandar udara khusus 
setelah mendapat izin pembangunan dari 
Menteri. 

Pasal 427. Setiap orang yang 
mengoperasikan bandar udara khusus dengan 
melayani penerbangan langsung dari dan/atau 
ke luar negeri tanpa izin dari Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 
249. Bandar udara khusus dilarang melayani 
penerbangan langsung dari dan/atau ke luar 
negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan 
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bersifat sementara, setelah memperoleh izin 
dari Menteri. 

Pasal 428 ayat: 
(1) Setiap orang yang mengoperasikan bandar 

udara khusus yang digunakan untuk 
kepentingan umum tanpa izin dari Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 

Pasal 250. Bandar udara khusus dilarang 
digunakan untuk kepentingan umum kecuali 
dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri, 
dan bersifat sementara. Pasal 457. Rencana 
induk bandar udara pada bandar udara yang 
beroperasi harus disesuaikan dan ditetapkan 
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-
Undang ini berlaku. 

Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009, yaitu menjalankan dan melakukan 
pengawasan untuk menjamin keselamatan, 
keamanan, dan pelayanan penerbangan. 
Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan 
pembangunan dan pengoperasian agar sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
termasuk melakukan tindakan korektif dan 
penegakan hukum.29 

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 
Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945. Norma ini 
bermakna bahwa di dalam negara kesatuan 
Republik Indonesia, hukum merupakan urat 
nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum 
mempunyai posisi strategis dan dominan dalam 
kehidupan masyarakat berbangsa dan 
bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat 
berperan dengan baik dan benar di tengah 
masyarakat jika instrumen pelaksanaannya 

 
29 Ginta Pedhiena. Op.Cit. hlm. 33. 

dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan 
dalam bidang penegakan hukum.30  

Masalah penegakan hukum merupakan 
masalah universal. Tiap Negara mengalaminya 
masing-masing, dengan falsafah dan caranya 
sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya 
hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas 
dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, 
hukuman berat, tidak selalu menjamin 
tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang 
bersangkutan tidakmemahami hakekat hukum 
yang menjadi pedoman, maka hal itu akan 
menghambat hukum dan disiplin hukum.31  

Kegiatan penegakan hukum pertama-tama 
ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan 
kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam 
rangka usaha ini maka akan dimantapkan 
sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas 
antara instansi penegak hukum. Usaha 
menegakan hukum juga meliputi kegiatan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 
hukum dan penegak-penegaknya.32 

Pemberlakuan ketentuan pidana dalam 
mengoperasikan bandar udara terhadap 
bentuk-bentuk tindak pidana dalam 
mengoperasikan bandar udara dalam 
pelaksanaanya perlu diterapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
terhadap bentuk tindak pidana yang telah 
terbukti secara sah menurut hukum dilakukan 
oleh pelaku. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam 
mengoperasikan bandar udara 
diantaranya seperti badan usaha bandar 
udara dan unit penyelenggara bandar 
udara melanggar ketentuan 
pengangkutan barang khusus dan/atau 
berbahaya serta tidak melaksanakan 
kewajiban menyediakan tempat 
penyimpanan atau penumpukan serta 
bertanggung jawab terhadap 
penyusunan sistem dan prosedur 

 
30Marwan Efendi. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari 
Perspektif Hukum. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 
2005. hlm. 1. 
31Soedjono. Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan 
Sipil, Karya Nusantara. Bandung. 1978, hlm.1. 
32Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakkan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. 
hlm. 3. 
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penanganan barang khusus dan/atau 
berbahaya selama barang tersebut 
belum dimuat ke dalam pesawat udara. 
Adanya perbuatan dengan sengaja 
mengoperasikan bandar udara tanpa 
memenuhi ketentuan keselamatan dan 
keamanan penerbangan dan personel 
bandar udara yang mengoperasikan 
dan/atau memelihara fasilitas bandar 
udara tanpa memiliki lisensi atau 
sertifikat kompetensi.  

2. Ketentuan pidana yang diberlakukan 
dalam mengoperasikan bandar udara 
menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009 Tentang Penerbangan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 420 
sampai dengan Pasal 428, berupa pidana 
penjara atau denda. Dalam hal tindak 
pidana di bidang penerbangan dilakukan 
oleh suatu korporasi, selain pidana 
penjara dan denda terhadap 
pengurusnya, pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi berupa 
pidana denda dengan pemberatan 3 
(tiga) kali dari pidana denda. 
 

B. Saran 
1. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam 

mengoperasikan bandar udara dapat 
dicegah melalui pembinaan oleh 
pemerintah yang meliptui aspek 
pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan kebandarudaraan agar 
penyelenggaraan bandar udara dan 
kegiatan lainnya dapat melaksanakan 
fungsi keselamatan, keamanan, 
kelancaran, dan ketertiban arus lalu 
lintas pesawat udara, penumpang, kargo 
dan/atau pos, tempat perpindahan intra 
dan/atau antarmoda serta meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional dan 
daerah. 

2. Ketentuan pidana yang diberlakukan 
dalam mengoperasikan bandar udara 
perlu diterapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku agar perlaku yang telah terbukti 
secara hukum melakukan tindak pidana 
dapat dikenakan hukuman dengan tujuan 
untuk membrikan efek jera serta 
merupakan peringatan bagi pihak yang 
lain untuk tidak melakukan perbuatan 

pidana dalam mengoperasikan bandar 
udara. 
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